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ABSTRAK 

Sektor industri di Sidoarjo saat ini telah berkembang dengan pesat khususnya pada sektor karena lokasinya 
yang berdekatan dengan pusat bisnis di Jawa Timur (Surabaya). Sektor industri kecil juga berkembang 
dengan baik, salah satunya pada sentra industri kerajinan tas dan koper di Kecamatan Tanggulangin, sentra 
industri sandal dan sepatu di Wedoro – Waru dan Tebel – Gedangan. Sidoarjo juga dikenal sebagai kota 
bandeng dan udang. Hal ini dapat dilihat dari logo kabupaten yang melambangkan udang dan bandeng 
merupakan komoditas perikanan yang utama di kota ini. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk 
membantu pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan sertifikasi halal untuk usaha mikro kecil 
menengah di Kabupaten Sidoarjo. Sertifikasi halal adalah fatwa yang keluarkan oleh Majelis Ulama 
Indonesia untuk menyatakan halal tidaknya suatu produk sesuai dengan syari’at Islam. Pengabdian ini 
menggunakan metode pendekatan Participatory Action Research (PAR) dalam pelaksanaannya. Pendekatan 
ini bertujuan untuk melakukan riset serta aksi partisipastif, yang selanjutnya dilakukan sosialisasi, perbaikan 
dan selanjutnya evaluasi. Pendekatan Participatory Action research (PAR) berbentuk siklus dengan empat 
tahapan tindakan setelah mengetahui permasalahannya, yaitu rencana, tindakan, observasi, dan refleksi. Hasil 
dari pengabdian kepada masyarakat ini terlaksana dengan lancar dan mendapatkan respon yang positif dari 
seluruh peserta, dan seluruh peserta dapat menyiapkan dan mengajukan dokumen permohonan persyaratan 
sertifikasi halal secara benar dan bertanggung jawab. 
  
Kata kunci: Sertifikasi Halal, UMKM, Sumber Daya Manusia 
 

ABSTRACT 
The industrial sector in Sidoarjo has now grown rapidly, especially in the sector because of its location 
adjacent to the business center in East Java (Surabaya). The small industrial sector is also well developed, 
one of which is in the center of the bag and luggage handicraft industry in Tanggulangin Subdistrict, the 
sandal and shoe industry center in Wedoro – Waru and Tebel – Gedangan. Sidoarjo is also known as the city 
of Bandeng and Shrimp. This can be seen from the Regency Logo which symbolizes Shrimp and Bandeng is 
the main fishery commodity in this city. This service to the Community aims to help the development of 
human resources through halal certification training for small and medium-sized micro enterprises in 
Sidoarjo Regency. Halal certification is a fatwa issued by the Indonesian Ulema Council to declare halal or 
not a product in accordance with the shari'ah in Islam. This devotion uses the Participatory Action research 
(PAR) approach method in its implementation. This approach aims to conduct research and participatory 
actions, which are then carried out socialization, improvement and then evaluation. The Participatory Action 
research (PAR) approach is a cycle with four stages of action after knowing the problem, namely plan, 
action, observation, and reflection. The results of this community service are carried out smoothly and get a 
positive response from all participants, and all participants can prepare and submit documents applying for 
halal certification requirements correctly and responsibly. 
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PENDAHULUAN  

Sertifikat halal adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

untuk menyatakan halal tidaknya suatu produk sesuai dengan syari’at Islam. Sertifikat 

Halal ini juga merupakan syarat untuk memperoleh izin dalam penggunaan label halal 

yang ada di kemasan suatu produk. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014, pada tahun 2019 

kewenangan penjamin Produk Halal Indonesia dialihkan kepada Badan Penyelenggara 

Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Agama. Selanjutnya Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) memiliki kewenangan terkait proses penfatwaan. Sedangkan, Lembaga 

Pemeriksa Halal (LPH) melakukan pemeriksaan berdasarkan manajemen dan produk halal 

tersebut (Widayat et al., 2020, Hosanna & Nugroho, 2018)  

Tim pengabdi melakukan pendampingan kepada UMKM yang membutuhkan 

sertifikat halal. Pendampingan terhadap UMKM untuk mendapatkan Sertifikasi Halal 

tersebut agar dapat meningkatkan daya saing produk, kualitas produk, kuantitas produk, 

daya tahan UMKM serta produksi dan produktivitas produk. Proses pendampingan dan 

fasilitasi UMKM dalam mengurus Sertifikasi Halal dilakukan berdasarkan UU No. 33 

Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), dimana UU tersebut menjelaskan bahwa 

semua produk yang beredar di masyarakat dan diperjual belikan di Indonesia wajib 

memiliki sertifikat halal. Produk halal sendiri memiliki pasaran yang cukup besar dan akan 

terus berkembang setiap tahunnya karena pertumbuhan populasi muslim yang berkembang. 

(Suzery & Cahyono, 2020, Widayat et al., 2020) Pelatihan dan pendampingan proses 

produk halal ini dilakukan untuk memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi halal bagi 

masyarakat pelaku usaha mikro dan usaha kecil (UMK) melalui program Self Declare atau 

Pernyataan Pelaku Usaha. 

Di Indonesia selain koperasi, UMKM juga merupakan penopang perekonomian di 

Indonesia. Hal ini dapat dilihat melalui bukti nyata banyaknya UMKM yang tidak 

terpengaruh oleh krisis global di tahun 2008. Secara umum jumlah UMKM tiap tahunnya 

semakin bertambah, khususnya pada aspek finansial, tidak banyak UMKM yang 

mengalami perkembangan pada aspek kinerja keuangan. 

 
Gambar 1. Konstribusi UMKM pada Perekonomian di Jawa Timur 

(Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur) 
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Dapat dilihat dari Gambar 1, dari tujuh kota di Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo 

menjadi kabupaten dengan jumlah UMKM terbanyak kedua di Jawa Timur dengan jumlah 

persentase sebesar 15%, sedangkan Kota Surabaya menjadi kota dengan jumlah terbanyak 

pertama dengan jumlah persentase sebesar 39%. Daerah Sidoarjo banyak memproduksi 

krupuk, petis, pengrajin kulit, kampug batik, dan sebagainya. Sektor perekonomian utama 

dari Kabupaten Sidoarjo adalah jasa, perikanan, dan industri 

 
Gambar 2. Jumlah UMKM di Kabupaten Sidoarjo 

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab.Sidoarjo 

Dapat dilihat dari Gambar 2, perkembangan sektor industri di Kabupaten Sidoarjo 

dari setiap kecamatan cukup tinggi, hal ini karena Kabupaten Sidoarjo berdekatan dengan 

Kota Surabaya yang merupakan pusat bisnis di Jawa Timur. Selain itu, sektor industri kecil 

juga mengalami perkembangan yang baik, di antaranya sentra industri kerajinan tas dan 

koper di Tanggulangin, sentra industri sandal dan sepatu di Wedoro – Waru dan Tebel – 

Gedangan. Sidoarjo dikenal sebagai kota bandeng dan udang. Logo yang digunakan oleh 

Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa bandeng dan udang adalah hasil perikanan utama 

dari kota ini.  

 

BAHAN DAN METODE  

Pelatihan ini dilakukan selama 15 hari dari tanggal 13-27 Oktober 2021 dengan 

sasaran peserta sebanyak 30 orang dari para pelaku UMKM di Sidoarjo. Pendekatan yang 

digunakan dalam pengabdian yaitu Participatory Action Research (PAR) dalam 

pelaksanaannya. Pendekatan ini bertujuan untuk melakukan riset serta aksi partisipastif, 

kemudian dilakukan sosialisasi, perbaikan, dan selanjutnya evaluasi. Pendekatan PAR 

berbentuk siklus dengan empat tahapan tindakan setelah mengetahui permasalahannya, 

yaitu rencana, tindakan, observasi, dan refleksi.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Sertifikasi halal merupakan sebuah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan 

tahapan-tahapan yang membuktikan bahwa bahan dan proses produksi serta Sistem 

Jaminan Halal (SJH) telah memenuhi standar dari LPPOM Majelis Ulama Indonesia, 

dimana produk yang layak diperjualbelikan ialah produk yang telah memiliki sertifikat 

halal (Warto & Samsuri, 2020) Qomaro et al., 2019). Sertifikasi halal juga merupakan 

perlindungan bagi konsumen dari macam-macam produk yang dinilai tidak sesuai dengan 

syariat Islam (Agus, 2017). 

Peserta pelatihan diberikan pertanyaan yang berhubungan dengan materi 

pendampingan sertifikasi halal yang akan dilakukan seperti pendaftaran dan pengajuan 

sertifikasi halal. Dalam kegiatan tanya jawab dengan peserta diketahui bahwa para pelaku 

usaha mikro belum banyak mengetahui tentang bagaimana cara mendaftar dan mengajukan 

sertifikassi halal yang benar. 

 
Gambar 3. Pendampingan Pendaftaran dan Pengajuan Sertifikasi Halal 

Selanjutnya pemberian materi kepada peserta, dimana peserta diberikan pengetahuan 

tentang ketentuan regulasi dalam pembuatan sertifikasi halal produk. Produk halal dapat 

memberikan keselamatan, keamanan dan kenyamanan serta kepastian tersedianya produk 

halal untuk masyarakat ketika menggunakan suatu produk (Sukri, 2021). 
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Gambar 4. Ketentuan Regulasi dalam Pembuatan Sertifikasi Halal Produk 

Peserta kemudian membuat surat permohonan pendaftaran sertifikasi halal dari 

produk yang dimiliki oleh UMKM masing-masing peserta. 

 
Gambar 5. Surat Permohonan 

Alur Pengajuan Sertifikasi Halal  

Untuk mendapatkan sertifikat halal setiap perusahaan dan UMKM seperti industri 

pengolahan (pangan, obat, kosmetik, restoran dan rumah potong hewan) harus melakukan 

pendaftaran dan menyiapkan seluruh persyaratan untuk mendapatkan sertifikat halal 

tersebut (Sitti & Musyfika, 2021, Muhamad, 2020). Peserta yang telah mendapatkan materi 

regulasi dalam pembuatan sertifikasi halal produk kemudian membuat surat permohonan 

pendaftaran sertifikasi halal, dan mengisi formulir permohonan pendaftaran sertifikasi 

halal. Peserta melakukan pengisian formulir yang telah disediakan oleh Badan 

Penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) dari Kementerian Agama Repulik Indonesia. 
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Gambar 6. Formulir Pendaftaran 

Setelah melakukan pengisian formulir permohonan pendaftaran, selanjutnya peserta 

wajib mengisi aspek legal dari usaha yang dimiliki seperti mengisi Nomor Induk Berusaha 

(NIB), dan data lainnya. 

 
Gambar 7. Pengisian Data UMKM 

 
Gambar 8. Aspek Legal 
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Pengisian form penyelia Halal dilakukan setelah mengisi form aspek legal dari usaha 
yang dimiliki. 

 
Gambar 9. Penyedia Halal 

Tahap akhir dari permohonan pendaftaran sertifikasi halal ini adalah mengisi data 

produk UMKM tersebut, Mulai dari bahan yang digunakan untuk membuat produk 

tersebut hingga supplier dari produk/barang yang dihasilkan tersebut. 

 
Gambar 10. Daftar Produk dan Bahan Yang Digunakan 

Surat Kuasa 

Surat kuasa yaitu surat untuk memberikan kewenangan kepada pihak yang lain 

dalam melakukan tindakan hukum atas nama pihak yang memberikan kuasa  (Nur, 2021,  

Widhaswara et al., 2019). Surat kuasa bersifat kondisional, surat kuasa digunakan apabila 

pemimpin perusahaan atau penanggung jawab tidak bisa melakukan registrasi maka bisa 

menyuruh orang lain untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal dengan membawa surat 

kuasa yang telah ditanda tangani oleh pemimpin perusahaan. 
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Sistem jaminan produk halal (SJPH) 

Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) adalah dokumen sistem manajemen yang 

disusun, diimplementasikan dan dikelola oleh pelaku usaha dengan tujuan agar 

keberlanjutan dari proses produksi halal tetap berlanjut (Estiasih et al., 2019) (Arsyan, 

2019). SJPH yang ditetapkan oleh BPJPH harus sesuai dengan persyaratan yang ada saat 

ini, dokumen ini adalah sistem jaminan halal dari persyaratan yang keluarkan oleh LPH. 

Sistem jaminan produk halal telah sesuai dengan pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945, 

dimana undang-undang ini memberikan jaminan konstitusional untuk warga negaranya 

dalam menjalankan ajaran agama Islam, dan mengkonsumsi produk yang halal, selain itu 

mengkonsumsi produk-produk yang halal juga merupakan kewajiban bagi pemeluk agama 

islam(Afifah & Irianto, 2021). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Secara keseluruhan kegiatan pendampingan telah berjalan dengan baik dan 

mendapatkan respon positif dari seluruh peserta. Seluruh peserta mengikuti program 

pengabdian masyarakat hingga selesai. Kegiatan pendampingan ini dimaksudkan agar 

peserta yang terdiri atas para pelaku usaha mikro mampu mendaftar dan mengajukan 

sertifikasi halal dengan benar. 

Selain ilmu yang diperoleh dalam mendaftar dan mengajukan sertifikat halal, para 

pelaku usaha mikro juga dapat mengetahui dokumen permohonan persyaratan sertifikat 

halal secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan. 
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